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Lembaga Kebrjakan
Pengadaan Earang/Jasa Pemenntah

ITEPUTUSAN

DEPUTI BIDAITG PENGEIIBAITGAIT DAN PEMBINAAI{

SI'UBER DAYA MAITUSIA

I{OUOR TAIIT'IT 2023

TEIrTAITG

PEITETAPAII LEUBAGA PEUITIEAIT PEITGA.DAAX BARAITG/JASA BAI'AT
XEPEGAITAIAI{ PENDIDIISIT DAIT PELATIEAI{ PEUERIITTAE KOTA

AEIIARAITG SEBAGII PTLIItrSAIIA UTII KOUPETE{{SI

PEIYGITI'A.AI{ BARAITG/JASA PEUERtr{TAII

I'EPUTI BIDAI{G PEI|GEUBAITGAIT DAJ| PEUBtrTAAIT SI'UBER DAYA UAI{USIA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mela-ksanakan ketentuan Pasal 27

angka 3 huruf b Peraturan Lembaga Kebljakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu

menetapkan Pelaksana Uji Kompetensi;

bahwa Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota

Semarang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan

sebagai Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diatur

dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahtsn 2022

tentang Sistem Malajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirna-ksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepuhrsan

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber

Daya Manusia tentang Penetapan Lrmbaga Pelatihan

Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Pemerintah Kota Semarang Sebagai

Pelaksana Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.
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LEMBAGA I(TBIJAKAN PENGADAAIT BARAT{G/JASA PEMERIITTAII
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Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahwr 2022 tentang

Peruba-han Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun 20O7 tentang kmbaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor I 6 Tahun 2 0 I 8

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta-h (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Lemboga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Sumber Daya

Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan

Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN

LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN

KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PEI,ATIHAN PEMERINTAH

KOTA SEMARANG SEBAGAI PEI,,AKSANA UJI KOMPETENSI

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERIT.ITAH.

Menetapkan Lrmbaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota

Semarang sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Tipe A di Wilayah

II yang memiliki TUK Mandiri di Kota Semarang dengan

kapasitas maksimum 30 orang dan TUK Sewalrhr, dengan

Sumber Pembiayaan berasal dari APBD.

KESATU
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KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

lrembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan

Kepegawaian Pendidikaa dan Pelatihan Pemerinta-h Kota

Semarang sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Tipe A di Wilayah

II dengan TUK Mandiri di Kota Semarang dan TUK Sewaktu

ditetapkan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai

dengan berakhirnya masa berlaku Alrreditasi Lembaga

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBT).

Apabila dalam masa berlaku sebagaim4la pada diktum

KEDUA, terdapat perubahan pada instansi yang

mengakibatkan persyaratan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi

menjadi tidak terpenuhi, maka penetapan sebagai Pelaksana

Uji Kompetensi berakhir.

Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diktum KESATU

merniliki tugas, fungsi, dan wewenang, serta wajib mematuhi

ketentuan sebagaimana diatur dal"m Keputusan Deputi

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sr:mber Daya Manusia

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu

Sertifkasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dan ketentuan lainnya.

Status Penetapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat

diperpanjang apabila persyaratan untuk menjadi Pelaksana Uji

Kompetensi masih terpenuhi melalui usulan Pimpinan

Pelalsana Uji Kompetensi.

Status sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat dicabut apabila

Pelaksana Uji Kompetensi melakulcan pelanggaran berat

sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor

KEENAM

KETIGA
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